PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR \» TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ( BPHTB)

Menimbang :

Mengingat

DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

—_—

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dipandang perlu mengatur sistem dan prosedur
pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati
tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten

Lampung Selatan;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah
Tingkat | Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1821);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4287);



. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355),

. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4389);

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan
Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta
Penyampaiannya;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2010.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM DAN

PROSEDUR PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai
penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.

Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lampung Selatan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Pajak Daerah adalah Kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh
orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

Hak atas Tanah dan Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan, beserta bangunan diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang bidang pertanahan dan bangunan.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan perpajakan daerah.

Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan
Pajak Daerah.

Masa Pajak adalah jangka waktu | (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan , perkumpulan, yayasan, organisasi
massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang selanjutnya disingkat PPAT adalah
Pejabat Umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak
milik atas satuan rumabh.

Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk
membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan
penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang
berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik,
menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan
grosse, salinan, dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu
oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan
kepada pejabat atau orang lain.

Akta Otentik adalah suatu akta yang ditentukan oleh Undang-Undang
dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk
itu ditempat dimana akta dibuatnya.
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menetukan besarnya jumlah
pokok pajak, jumlah kredit pajak,jumlah kekurangan pembayaran pokok
pajak, besarnya sanksi adminisratif, dan jumlah pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah Surat Ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah , yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar,
Surat Ketetapan Pajak Derah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar ,Surat
Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat
Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Waijib Pajak.
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28.

29.
30.

31.

32,

33.

34.

35.

36.

37.

Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau
penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan
banding, berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang
berlaku.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPPD,
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada Dinas Pendapatan Daerah.

Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Pejabat Fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan daerah dalam ranggka
pelaksanaa APBD pada unit kerja SKPD.

Bank atau Tempat lain yang ditunjuk adalah pihak ketiga yang menerima
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak.

Dokumen terkait Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah
dokumen yang menyatakan telah terjadinya pemindahan hak atas
kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini dapat berupa surat
perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat warisan, dan lain-lain
yang memiliki kekuatan hukum.

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke Kas Daerah
atau tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Surat Tanda Setoran, yang selanjutnya disingkat STS adalah formulir
yang digunakan untuk menyetor uang ke Bank.

Akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen
legal penetapan pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan dari satu
pihak ke pihak lain.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data obyek dan subyek pajak, penentu besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.



BAB Il
RUANG LINGKUP
Pasal 2

(1) Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB mencakup seluruh rangkaian
proses yang harus dilakukan dalam menerima, menatausahakan, dan
melaporkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB).

(2) Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. prosedur Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

b. prosedur Pembayaran BPHTB;

c. prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD
BPHTB);

d. prosedur Pendaftaran Akia Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan;

e. prosedur Pelaporan BPHTB;

f. prosedur Penagihan; dan

g. prosedur Pengurangan.

(3) Prosedur pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah prosedur
penyiapan rancangan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
sekaligus perhitungan besar BPHTB terutang Wajib Pajak.

(4) Prosedur pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
b adalah prosedur pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Waijib
Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(5) Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ adalah prosedur verifikasi
yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah atas kebenaran dan
kelengkapan SSPD BPHTB dan dokumen pendukungnya.

(6) Prosedur pendaftaran Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah prosedur
pendaftaran akta ke Kepala Kantor Pertanahan dan Penerbitan akta oleh
PPAT.

(7) Prosedur pelaporan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah prosedur pelaporan
realisasi penerimaan BPHTB dan akta pemindahan hak.



(8) Prosedur penetapan Surat Tagihan, SKPDKB/SKPDKBT dan Surat
Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah prosedur
penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah, SKPDKB/SKPDKBT, dan Surat
Teguran yang dilakukan Dinas Pendapatan Daerah.

(9) Prosedur penetapan Surat Keputusan Pengurangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah prosedur penetapan

persetujuan/penoclakan atas pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan
oleh Waijib Pajak.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan sistem dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Dinas Pendapatan Daerah harus mempersiapkan fungsi yang
dibutuhkan, meliputi -

a. fungsi Pelayanan;
b. fungsi Data & Informasi; dan
c. fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

(2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas
melakukan interaksi dengan Wajib Pajak dalam tahapan-tahapan
pemungutan BPHTB seperti dalam proses penelitian SSPD dan proses
pengurangan BPHTB.

(3) Fungsi Data & Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
bertugas untuk mengelola database terkait objek pajak.

(4) Fungsi pembukuan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB
berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

BAB IlI
SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN BPHTB
Bagian Kesatu
Pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan

Pasal 4

(1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat
Lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



(2) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Pejabat Lelang melakukan penelitian atas
abjek pajak yang haknya dialihkan.

Pasal 5

(1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)
BPHTB yang disiapkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.

(2) Wajib pajak menyampaikan SSPD kepada Dinas Pendapatan Daerah untuk
diverifikasi sebelum wajib pajak membayar BPHTB.

(3) Prosedur cara pengurusan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran | yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Iiedua
Pembayaran BPHTB

Pasal 6

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah yang sudah ditandatangani oleh
Waijib Pajak, PPAT dan Dinas Pendapatan Daerah.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak melalui Bank Pembangunan Daerah atau tempat lain yang ditunjuk
atau Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Daerah.

(3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 7

(1) Setiap pembayaran BPHTB wajib diteliti oleh fungsi Pelayanan.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. kebenaran informasi yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan
b. kelengkapan dokumen pendukung SSPD BPHTB.

(3) Jika diperlukan, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pemeriksaan lapangan.



(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran [l yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

Waijib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
(1) Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor
Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
(2) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB
dari Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta
perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Keenam
Prosedur Penagihan BPHTB

Pasal 11
(1) Prosedur Penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB terutang yang belum

dibayar oleh Wajib Pajak.

(2) Prosedur Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat
Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(3) STPD dan/atau SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
diikuti dengan Surat teguran dan/atau Surat Paksa jika diperlukan.

(4) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Prosedur Pengurangan BPHTB

Pasal 12

(1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Waijib Pajak dan disampaikan kepada
Fungsi Pelayanan untuk diteliti.

(2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Tata cara pengurangan BPHTB sebagaimana tercantum dalam Lampiran
VIl yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
FASILITASI

Pasal 13

(1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah melakukan fasilitasi Pelaksanaan
Peraturan Bupati ini.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah mengocrdinasikan,
menyempurnakan Lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan
Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan
teknis serta memberikan asistensi untuk kelancaran penetapan Peraturan
Bupati ini.



(4) Tata cara penelitian SSPD BPHTB oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Pendaftaran Akta Pemindahan Hak

Pasal 8

Wajib Pajak melakukan pendaftaran Hak atas Tanah atau pendaftaran
pemindahan Hak atas Tanah kepada Kepala Kantor Bidang Pertanahan.
(1) Dinas Pendapatan Daerah dapat melakukan kerjasama dengan Kantor
Bidang Pertanahan dalam rangka pendaftaran Pemindahan Hak.
(2) Tata cara pendaftaran Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Pelaporan BPHTB

Pasal 9
(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh fungsi pembukuan dan pelaporan.
(2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pasal 10

(1) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menyiapkan Laporan BPHTB
berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau Bendahara
Penerimaan dan/atau PPAT.

(2) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan penerimaan BPHTB
dari Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan paling lambat
pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(3) Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima laporan pembuatan akta
perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari Pejabat Pembuat Akta
Tanah paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Tata cara pelaporan Akta sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 14

Jangka waktu penyelesaian fungsi pelayanan BPHTB selama 30 (tiga puluh)
hari.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

KOORDINAS Ditetapkan di Kalianda.

RAF .
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LAMPIRAN | : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurusan akta pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pengajuan pembuatan akta sebagai dokumen legal
penerimaan hak atas tanah dan/atau bangunan yang dilakukan oleh Wajib

Pajak selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan kepada Pejabat
Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Prosedur ini melibatkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pihak
yang menyiapkan form SSPD BPHTB dan draft Akta Pemindahan Hak atas
tanah dan/atau Bangunan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) akan
memeriksa kebenaran dan kelengkapan dokumen terkait pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek dokumen
dan data terkait objek pajak di Kepala Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB atas hak atas
tanah dan/atau bangunan yang diperolehnya, dalam prosedur ini Wajib
Pajak menyiapkan dan menyerahkan dokumen pendukung terkait
pemindahan hak atas tanah dan/atau bangunan.

2. Dinas Pendapatan Daerah
Merupakan pihak yang mempunyai otoritas dalam Pengelolaan Pendapatan
Daerah, yang secara organisasi berbentuk Dinas Pendapatan Daerah,
dalam prosedur ini, Dinas Pendapatan Daerah berkoordinasi dan bekerja
sama dengan PPAT untuk menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB (SSPD BPHTB).



3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang membantu Wajib Pajak dalam menghitung BPHTB
terutang dan menyiapkan SSPD BPHTB. Pihak yang dapat menjadi PPAT
ialah camat atau notaris, PPAT bertugas dan berwenang untuk :
a. memeriksa kebenaran data terkait objek pajak ke Kepala Kantor Bidang
Pertanahan; dan

b. menyiapkan draft Akia Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

4. Kepala Kantor Pertanahan
Merupakan pihak yang mengelola database pertanahan di wilayah
wewenangnya, dalam prosedur ini, Kepala Kantor Pertanahan
menyediakan data yang dibutuhkan PPAT terkait pemeriksaan objek pajak.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak (selaku penerima hak atas tanah dan/atau bangunan)
menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan. Dokumen pendukung ini menyatakan bahwa telah
terjadi penyerahan hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah
pihak dapat berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat
waris, dan lain-lain yang pada dasarmnya menyatakan telah terjadi
pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen ini
juga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. Wajib Pajak
selanjutnya mengajukan permohonan pengurusan Akta Pemindahan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan kepada PPAT dengan melampirkan
dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Langkah 2

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) menerima permohonan pengurusan
akta dan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan dari Wajib Pajak. Selanjutnya PPAT memeriksa kelengkapan
dokumen pendukung yang diterima. Jika dokumen pendukung yang
diterima telah lengkap, PPAT kemudian mengajukan permohonan
pemeriksaan data objek pajak kepada Kepala Kantor Pertanahan.



Langkah 3

Atas permintaan dari PPAT, Kepala Kantor Pertanahan menyediakan data
yang dibutuhkan PPAT untuk melakukan pemeriksaan objek pajak,
selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan data objek pajak
kepada PPAT.

Langkah 4

PPAT menerima data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan,
selanjutnya PPAT memeriksa kebenaran data objek pajak dengan
membandingkan dokumen pendukung perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan dan data objek pajak dari Kepala Kantor Pertanahan. Jika
diperiukan, PPAT dapat melakukan pengecekan objek pajak dengan
melakukan observasi lapangan.

Langkah §

PPAT menyiapkan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan. Dokumen ini merupakan rancangan akta pemindahan hak atas
tanah dan/atau bangunan yang belum ditandatangani, PPAT kemudian
menyimpan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
tersebut.

Langkah 6

Berdasarkan prosedur yang telah berjalan, PPAT menerima formulir Surat
Setoran pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) dari Dinas Pendapatan
Daerah.

Langkah 7

Setelah kelengkapan dokumen dan kebenaran data objek pajak terpenuhi,
maka PPAT menghitung nilai BPHTB terutang, selanjutnya PPAT mengisi
informasi objek pajak dan nilai BPHTB terutang ke dalam formulir Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB. Setelah mencantumkan seluruh informasi
yang dibutuhkan, PPAT lalu menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah
BPHTB. Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan surat yang oleh
Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran
pajak yang terutang ke kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh
Bupati dan sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah
dan/atau bangunan.



Surat setoran pajak daerah BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian
sebagai berikut :
a. lembar1:
untuk Wajib Pajak.
b. lembar2:
untuk PPAT sebagai Arsip
c. lembar 3:
untuk Kantor Bidang Pertanahan sebagai lampiran permohonan
pendaftaran.
d. lembar4:
untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.
e. lembar5:
untuk Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan sebagai
arsip.
f. lembar6 :
untuk Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerima sebagai
laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Langkah 8

PPAT menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi
kepada Wajib Pajak.

Langkah 9

Waijib Pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah diisi
dari PPAT.

Langkah 10

Wajib Pajak menyerahkan surat setoran pajak daerah BPHTB kepada
Dinas Pendapatan Daerah untuk diverifikasi dan dicek kebenarannya.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

(SSPD - BPHTB)

Lembar 1
Untuke Wil Prajak

BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PEB)

CIMAS PENDAPATAN DAERAH
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk F

lembar Inl terebih dahulu.

] < Pengurangan dinitung sendii menjaci || | %

Berdasarkan Peraturan KDH No :

A 1. NamaWaib Pejak : | |
2. NPWP ; |
3, Alamat Wajib Pajak :
4. KelurahanDesa : 5. RT/RW: €. Kecamatan
7. Kabupaten/Kota : €. Kode Pos
s tnemerobekpmekiompes: [ ] 1] L 1] CLC 11 [T 11 COC1T 17 [
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. Kelurahan/Desa 4, RTIRW :
5, Kecamatan 3 6. Kabupaten/Kota :
Perhitungan NJOP PE8 :
Luas NJOP PEB / M*
Uraian (Gilal ms tartah alau banguanan yang |  (Difal berdasarkan SPPT PBB iahun terfadinra Luas x NJOP PBB / M*
haknys dipsrolsh) peralahan hak / Tahun)
Tanabh ( bumi ) i m"LRp 11 |Rp [(ANGHA T K AHGRA B
Bangunan ] m* | 10 |Rp 12 |Rp
NJOP PBB : 13 |Rp [ANGKA 11+ ANGRA 12
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan atsu bangunan:__| | 14 Harga iransaksi  Nilal Paser : [Rp |
16. Nomor Sertifikat :
C. AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA iRn
D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanys disi berdasark Waljib Pajak)
1. Nilal Perciehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilal B.13, B.14., dan C 1 |p Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTEP) 2 |p Rp
3. Nilal Perclehan Chiek Pajak Kana Pajak (NPOPKP) angka 1 - engka 2 3 |p Rp
4, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 Rp
E.  Jumiah Setoran Berdasarkan :
[ a. Pehitungan Wajib Pajak _
[_] b.STPO BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) . MNomor ; Tanggat :

JUMLAH YANG DISETOR (dengan anghka) : {dengan huruf)

[Re

(bwdasarkan parhitungan O4 dan pilihan d E)
°] cored yang Goak penky

[N [+ SN MENGETAHUI CITERIMA COLEH : Telah Diverifikasi :

WAJIB PAJAK/ PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAM [IPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH

OGRS B R

Nama Langkap dan tands langan ama Lengkap, Stempel dan tanda tanga] Nama Lengkap, Stempel dan tanda langan | Nama Lengkap, Siempel dan tanda tangan
Hanya disi slen Nemoroowmen = [ 1] [T ] LT 1] CLTT1 CT 11
Petugas DIPENDA

NOP PBE baru

I [, S i 0 () i

| LT 11 O3




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNZN Lambar 2
J_SSPD - BPHE) rituk PPAT Notars Setagai Arsin
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
y PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB)
DINAS PENDAPATAN DAERAH
|PERHATIAN : Bacalah Petunjuk Pengisian pada Hi lembar ini tarlabin datuis.
A 1. Nama Wajib Pajak : T T T
2. NPWP:
3. Alamal Wajit Pajek ©
4, Kelurahan/Desa 5 RTRW: (i, Kecamatan
7. Kabupaten/ota : (1. Kode Fos
o homrospmmoneee: [ (7] [T [ 1J (7] 1] O
2. Letak Tanah dan atau Bangunan :
3. KelurahanDesa : 4 RTRW
5. Kecamatan < €. ¥abupaten/rota :
Perhitungan NJOP PES
Luas NJOF FBE / M*
Uraian {Dlini fuas tansh slay banguanan yang | (Ciisi berdassrian SPPT PEE Lahun terjadin e Luas x NJOP PEB /M
hakeryn dlpacalet) paobatinn hak £ Tabun)
Tanah ( buml ) 7 mi 9 |Rp 11 |Rp 7 K ANGEAD
Bangunan 8 m* | 10 |Rp 12 [Rp [P e
MNJCGP PBEB 13 |Rp [ANGFRA 11 + AHGRA 12
15. Jenis Perolehan hak atas tanah dan alaubam;umD::] 14 Harga transaksi / Nilal Pasur : [Rp ]
16. Nomor Sertifiikat | .
C._ AKUMULASI NILAI PERCLEHAN HAK SEBELUMNYA —_Ire
D. PENGHITUNGAN BPHTE (hanya disl berdasackan penghilungan Wajib Pajuk)
1. Milal Perclehan QObjek Pajak (NPOP) memperhatikan nilal .13, B.14,, dan C 1 |p Rp
2. Nilal Parolahan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) 2 |p Rp
3. Nilal Parolehan Cbjek Pajak Kena Pejak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 ip- Rp
4. Bea Perviehan Hak ailas Tanah dan Bangunan yang lerutang 5% x angka 3 4 Rp
E. Jumiah Seloran Berdasarkan :
[T 1 a Perhitungan Waiio Pajak
[ . STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KLIRANG BAYAR TAMBAHAN *) Nomar ; Tanggal :
E:' ¢. Pangurangan dihitung sendin menjad] D: % Bardasarkan Peraturan KDH No ;
B A et T i e et ot
JUMLAH YANG DISETOR {dangan angka) ; {dengan huruf)
[re
{berdasarkan pachitungan D4 dan pilihan di E)
) cared yang tiduh park)
............... gl MENGETAHUI CITERIMA OLEH Telah Diverifixasi
WAJIB PAJAK / PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN IPHTB DINAS PENDAPATAN DAERAH
I S 1y ot airated s i DR vt
Nema Lengkap dan tands tangsn hm Lengkap, Stempel dan landa tanga| MNama Lengkap, Stempal dan tenda tangan Mama Lengkap, Stempel dan tanda tangan
v dmoun | Nemaroeemen : [T [T I 11 LTI CI1J
|Petugas DIPENDA
vorrss 1] [T 1 010 0 LI O




D.

BAGAN ALUR

PROSEDUR PENGURUSAN AKTA PEMINDAHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Waijib Pajak Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kantor
No Uraian Selaku Penerima Hak Pertanahan
1 Waijib Pajak (penerima hak) mengurus perolehan hak PPy ope e
atas tanah dan atau bangunan ke PPAT dengan Hak ates Tanah dan o pacuiohan ik se
menyerahkan tanah dan/atau bangunan. i mmmwﬂm: ke Tanah dan Bangunan
? PPAT menerima dokumen perolehan hak dari Wajib Wemerksa dala terkai
Pajak. PPAT kemudian memeriksa data mengenai oo
objek pajak ke Kepala Kantor Bidang Pertanahan. Perianahan
_ r
3 |Kepala Kantor Bidang Pertanahan menyediakan data Hﬂm_ﬂn__“hﬂnﬁwqﬂﬂw
yang dibutuhkan oleh PPAT terkail pemeriksaan objek pereriksaan objek pajsk
Umwmr. Menyusun Deafl Akla
Pemindahan Hak alas bw
4 |PPAT menyusun Draft Akta Pemindahan Hak atas AnAh SEnb Hanguman 1=
Tanah dan/atau Bangunan -
Flenysifiasy _ Drrafl Akla Pemindah
- — Hak atas Tanah dan/ e /
S |PPAT kemudian menyimpan Draft Akta Pemindahan Bangurm o
Hak atas Tanah dan/atau bangunan, _
Ferm SSPD- J
6 w : BEHTB (&
Berdasarkan prosedur yang berjaian, PPAT menerima tetnbary ” Menghitung BRHTB lerutang
formulir SSPD-BPHTB dari Dinas Pendapatan Daerah. kice o spe menylagkan SSP0-BRHTE, &

=l

o

PPAT menghitung BPHTB terutang, menyiapkan
SSPD-BPHTB

VWP bersama-sama dengan PPAT kemudian
menandatangani SSPD-BPHTB.

WP dan DIPENDA

tanda langan

menandalangani SSPO-BPHTA

A5PD - BPHTE




PETUNJUK PENGISISAN SSPD BPHTB

Furmulir ini terdin dari § (enam) lembar, Lembar pertama diterima Wajib Pajak (WP) sebagai bukt pembayaran, Lembar Kedua diterima PPAT,

Lembar kefiga diterima Kepala Kantor Bidang Pertanshan Kabupaten; Lambar Keempat Fungsi Pelayanan melalui Wajib Pajak (WP), Lembar
kelima diterima Bank Pembangunan Daerah; dan Lembar Keenam diterima Bendahara Pensrimaan.

. lsilah SSPD BPHTE ini dengan huuf cetak capital atau diketik

. Gunakan satu 3SPD BPHTB untuk setiap selorsn dan setiap jenis perciehan hak atas dan/atau bangunan.

. Formulir imi dapat juga digunakan untuk pembayaran stas suatu pembetulan atau pangungkapan ketidakbenaran penghitungan WP

CARA PENGISIAN
HURUF A

HURUF B

Jenis Peroiehan
Hak Kode —[

Diisi dengan data WP
Angka 1 §.d angka & Cukup Jelas

Diisi dengan data dan jenis peralenan hak ates tanab dan atau bangunan

Angka 1 dilsi dengan Momor Objek Pajak |[NOP) vang tercantum dalam SPPTPBE atas lansh dan atau bangunan yang
bersangkutan.

Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak \anah dan/atau bangunan yang haknya diperoleh

Angka 7 s.d angka 13 Merupakan table untuk perhitungan NJOP PBB atas tanah dan/ g1au bangunan yang haknya diperaleh

Pada Kolom angka 0 dan 10 agar disebutkan Tahun SPPT PEB saat terjadinya perolehan

Dalam hal NJOP PBB belum diteiepkan/belum ada SPPT PBB angka B dan angka 10 dilsi berdasarkan sural keterangan NJOP
PBB yang diterbitkan cleh Kepala Kantor Pelayanan PBB/KPP Pratama yang wilayah kerjanya meliputi latak tanah dan bangunan
atas permohonan WP

Angka 14 Ditsl narga transaks! yang tedadiiharca transaksi yang tercarmum dalam risalah Lelang/nital pasar objek tersebut.

Angka 15 Diisi dengan kode jenis peralehan hak ates tanah dan bangunan sebagai berikut

Jenis Perolehan Hak Kode Jenis Perolehan Hak KodJ

- Jual Bali

- Hiban

- Hibah Wasat

L—Waris

- Pemindahan Hak o1 - Pemasukan dalam perseroan ( badan

- Tukar Mernukar

hukum lainya 06 - Pemekaran Usaha 12

- Pemisahan hak yang mengakibatkan . .
02 peraiibian 07 - Hadiah 13

" ; - Perclehan hak Rumah Sederhana Sehat
03 - Panunjukan pamberi dalam lelang 08 dan RSS melalui KPR bersubsid =)

04 - Pelaksanaan putusan hakim yang

mempunyai kekuatan Hukum tetap 2 - FemcRiTan ik bent 1

3 - Pembernan Hak baru sebagai kelanjutan u
05 - Penggabungan Usaha 0 pelspasan hak

= patstiarEn Usaha 1 Pemberian hak baru diluar pelepasan 7

HURUF C

FURUF D

HURUF E

) Dalam hat perclehan Hak Rumah Sederhana (Rs. Sehat/RSH) sebagimana diatur dalam keputusan Menteri Pemukiman dan
Prasarana Wilayah No. 24/KPTS/M2003 tentang pengadsan perumahan dan pemukimar dengan dukungan fasilitas subsich
Perumahan sebagaimana lelan diubah dengan Keputusan Manterl Pemukiman dan Prasarana Wilayah MNo. 20/KPTSMI2004 dan
rumah susun Sederhana yang dilakukan melalul Kredit Pemilikan Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pembangunannya
mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. S0/PRT/1992 tentang Persyaratan Teknis Pambangunan Rumah Susun,
Angka 16 Diisl dengan nomar serfifikat atas lanan dan alau bangunan bersangkutan.

Dilst dengan akumulasi atas nitai-nilal percienan hak yang pemah diperclen sebelumnya untuk mendukung angka Inl, dapat
menunjukkan detail perhiturigan

Dlisi dengan perhilungan Bea Perolehan alas Tanah dan Bangunan (BPHTB) aleh WP,

Dalam hal §8PD BPHTE digunakan untuk seloran berdasarkan STB/SKEKB.SKBKBT ssbagaimana nuruf D.b atau berdasarkan

furuf O.d huraf C tidak parly diisi

Anghka 1 Nilai perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga Iransaksi / nilal pasar cbjek pajak sebagaiman huruf B angka
14. namun, dalam hal NPOP larsebul tidak diketahui atau lebih rendsh darf NJOP PEB maka NPOP ini harus
mempertimbanakan akumulas: iril, [ika akumulasi sebelumnya belurn peman dikenal BPHTB maka NPOP dihitung
sebagal penjumiahan dengan akumulasi Ini

Angka 2 Diisi sesuai dengan besarnya NPOPTKP untuk kabupalen/kota yang bersangkutan, yang ditstapkan Kepala Daerah
|Informasi menganai besarmya MPOPTKP dapat dipergish melalul DIPENDA setempat)

Angka 3 Cukup Jelas

Angka 4 Diisi dengan haail perkaWajit Pajakn antara NPOPKP {angks 3) dengan tarif pajsk ssbesar 5% (sesuai pasal
Perda Mo.......Tahun...... )

Diisi dengan memberi tanda “X° pada Kolak yang sesual dengan dasar seorang WP melakukan setoran pajak

Huruf a. Jika setoran akan dilakukan sebagimana huruf C

Huruf b Jika setoran dilakukan tidak menggunakan parhitungan di huruf C, tetapi menggunakan Sural Tagihan Pajak Dasran
BPHTB (STPD), Surat Ketstapan Bea Perclehan Hak alas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar (SKBKB), atau Surat
ketetapan Bes Perclehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambahan (SKBKBT)

Huruf ¢ Jika WP memenuhi syarat lerentu unfuk mendapatkan pengurangan dan jumatah yang seharusnya ada diburuf ©
Diisi dengan prosentase sesuai dengan keteniuan yang barlaku
Huruf d Jika terdapat dasanketentuan lain selain huruf @, hurof B, huruf ¢ seperti setoran berdasarkan SK Pembetulan/SK

Kebaratan/Putusan Banding/Pulusan lain yvang menysbabkan jumlah pajak yang harus dibayar berbeda dengan yang
tertera di HURUF C

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisl memperhatikan HURLUF D=4 den pilihan pada HURUF E
. Jika E-a dipilih, maka jumiah setoran menggunakan D-4
. Jika E-b dipilih, maka jurmiah setoran sejumiah nilai yang dinystakan di E-b
. Jika E-c dipilih, maka jumlzh setoran menggunakan D-4 dikalikan dengan prosentase yang dinyatakan di E<
- Jika E-d dipilih, maka jumlah setaran sejumlah nilal yang dinyatakan di E¢
Jumiah setoran tersebut dilsi dengan angka (dalam kotak) dan huruf (pada bagian yang diarsir)

Catatan @ Dalam hal BPHTE yang seharusnya lerutang nitil (nol), maka WP (etap mengisi SSFD BPHTB dengan memberikan keterangan “NiHIL" pada
bagian JUMLAH SETORAN. SSPD BPHTB Nihit cukup diketshul oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang telah disediakan [WP
tidak perlu ke Bank Pembangunan Daerah Bendahara Penerimaan],
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LAMPIRAN Il : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

PROSEDUR PEMBAYARAN BPHTB OLEH PENERIMA HAK TANAH
DAN/ATAU BANGUNAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pembayaran BPHTB oleh penerima hak tanah dan/atau bangunan
merupakan proses pembayaran yang dilakukan Wajib Pajak atas BPHTB
terutang melalui Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan, dalam
prosedur ini Wajib Pajak dapat memilih untuk melakukan pembayaran dengan
melakukan penyetoran ke rekening kas daerah melalui Bank Pembangunan

Daerah atau secara tunai melalui Bendahara Penerimaan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak Selaku Penerima Hak

Merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang atas
perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan.

2. Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB
sebagai dasar bagi Wajib Pajak dalam membayar BPHTB terutang dan
membantu melakukan perhitungannya.

3. Dinas Pendapatan Daerah

Merupakan pihak yang memverifikasikan SSPD BPHTB sebelum disetor
oleh Wajib Pajak .

4. Bank Pembangunan Daerah / Bendahara Penerimaan
Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib
Pajak, dalam prosedur ini Bank Pembangunan Daerah/Bendahara
Penerimaan berwenang untuk :
a. menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;
b. memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB;
c. mengembalikan SSPD BPHTB yang pengisiannya tidak lengkap/kurang;
d. menandatangani SSPD BPHTB yang telah lengkap pengisiannya; dan
e. mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6.



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Wajib Pajak akan menerima Surat
Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD BPHTB) yang telah diisi, Surat
Setoran BPHTB tersebut merupakan Surat yang oleh Waijib Pajak
digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang
terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan
sekaligus untuk melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau
bangunan. Surat Setoran BPHTB terdiri atas 6 lembar, dengan perincian
sebagai berikut :
a. Lembar1:

untuk Wajib Pajak.
b. lembar 2

untuk PPAT sebagai Arsip.
c. lembar 3 :

untuk kantor Pertanahan sebagai lampiran permohonan pendaftaran.
d. lembar 4

untuk Fungsi Pelayanan sebagai lampiran permohonan penelitian SSPD
BPHTB.

e. lembar 5 :
untuk Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan sebagai
Arsip.

f. lembar6 :
untuk Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan sebagai
laporan kepada Fungsi Pembukuan/Pelaporan.

Sebelum digunakan dalam proses pembayaran, Wajib Pajak, PPAT dan

Pejabat Dinas Pendapatan Daerah menandatangani SSPD BPHTB
tersebut.

Langkah 2

Wajib Pajak menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank Pembangunan
Daerah/ Bendahara Penerimaan,dan pada saat yang bersamaan, Wajib
Pajak kemudian membayarkan BPHTB terutang melalui Bank
Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan.



Langkah 3

Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan menerima SSPD
BPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak,
selanjutnya memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan
kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran yang
diterima dari Wajib Pajak.

Langkah 4

Bank Pembangunan Daerah/ Bendahara Penerimaan menandatangani
SSPD BPHTB,selanjutnya Lembar 5 dan 6 disimpan sedangkan lembar 1-4
dikembalikan kepada Wajib Pajak.

Langkah 5§

Wajib Pajak Menerima SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4 dari Bank
Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan, Wajib Pajak kemudian
melakukan proses berikutnya, yaitu permohonan penelitian SSPD BPHTB
kepada fungsi Pelayanan pada Dinas Pendapatan Daerah.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 5
(SSPD - BPHTB) SR Dok
BERFUNGSI SEEAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAM BANGUNAN (SPCP PBB)
DINAS PENDAPATAN DAERAH
PERHATIAN : lah Patunjuk P pada H g lembar ini terlekih dahulu,
A 1.Nama Wajib Pajak : I Sl |
2. NPWP L
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurehan/Desa : 5. RT/RW : 8. Kecamatan
7. Kabupaten/Kota : 8. Kode Pos
8. 1. Namor Objek Pajak (NOP) PBB : T CT 1T 1 CIL 1] [T 1 | 1T 1 [
2. Letak Tanah dan atau Bangunan |
3, Kelurahan/Desa : 4, RT/RW :
5. Kecamatan €. Kabupaten/Kota .
Perhilungan NJOP £B88 :
Luas NJOP PBE / M?
Uraian (Disl luas wnah atau “anguanen yang | (Ditl berdssarkan SPPT PBB tahun terjadinya Luas x NJOP PBB / M
hekays dipercah ) perolefinn hak / Tehun|
Tanah { bumi ) 7 m*| 9 |Rp 11 |Rp
Bangunan m* | 10 |Rp 12 |Rp
NJCP PER: 13 |Rp ARGKA 11 o ANGIA 13
15. Jeris Porolahan hak stas tansh dan stau bangunan:] | | 14 Harga transaksi / Nital Pasar : [Rp ]
16. Nomor Sertifikat :
C.  AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA ]Rp
0. PEMGHITUNGAN BPHTE (hanya dilsl berdasarkan penghitungan Waijib Pajak)
1. Nilai Parclehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nilai B.13, B.14., dan C 1 1p RpP
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NFOPTKP) 2 |p Rp
3. Nilal Perolehan Cbjek Pajak Kena Pajak (NPFOPKP) angka 1 - angka 2 3 Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 |- Rp
E.  Jumiah Setoran Berdasarkan :
[ a. Peritungsn Waijib Pajak
["] b STPD BPHTB/ SKPDB KURANG BAYAR/ SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN *) Momar : Tanggal -
%] ¢. Pangurangan dihitung sendiri menjadi D:I % Berdasarkan Peraturan KDH No ;
B e e Tt TN e i b kS
JUMLAH YAMG DISETOR (dengan angka) ; (dengan huruf)
e ]
(berdasarkan perhiiungan 04 dan pifihan di E)
*) corsl yang lidek pediy
............... M i MENGETAHUI DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi :
WAJIB PAJAK | PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BFHTB DINAS PENDAPATAM DAERAH
) '} R o TR R R g R -2 f A
Nama Lsngkap dan tanda tangan Nama Lengkap, Stempel dan 1ancz 1angal  Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan Mama Lengkap, Stampet dan tanda tangan
Hanya diisi cleh Nomor Dakumen : D: W [ I [:E]:I:l EI:D
Petugas DIPENDA

NOP PBE baru

- [ L1 ]

N N N N O I

] 11T 1

o

Lambar 5,8 - Bank yang ditunjul/Bend; F




SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Lembar 6
(SSPD - BPHTB) oL M P Py
BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Wi apie RIERNDA
PAJAK BUMI DAN BANGUMAN (SPOP PRB)
DINAS PENDAPATAN DAERAH !
PERHATIAN : h Patunjuk P pada b @ Jembar ini terletit dahulu,
A 1. Mama Wajib Pajak : | 1 I T 11
2. NPWP ;
3. Alamat Wajib Pajak .
4. Kelurshan/Desa : & RT/RW : 6. Kacamatan
7. Kabupaten/Kota : 8. Fode Pos
o stomronspasoomre: (1] 1] [T 1] [T 1] [T

CI LT FE1 [

1
2. Letak Tanah dan ateu Bangunan :

3, Kelurahan/Uesa : 4. RTRW:
& &

I:r ¢. Pengurangan dihitung sendiri menjadi Berdasarkan Peraturan KDH No ;

. Kecamatan : 8. Kabupaten/Kota :
Perhitungan MJOP PEB :
Luas HJCP PEB /M
Uraian (Diisi {uas taneh atau banguanan yang [l berdugarkan SPPT PBA tahun terjadinya Luas x NJOF PBB / M*
haknya tipercien) perolehan hak { Tahun)
Tanah ( bumi ) 7 m ] 3 |Rp 11 {Rp AHGFAT X AWGRA &
Bangunan ] v [0 ss 12 [Rp
NJOP PBE : 13 |Rp [ANGRA 11+ ANGRA 12
15, Jenis Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan D:] 14 Harga tranaaksi / Nilai Pasar ﬁs J
18, Nomor Sertifikat :

C.  AKUMULASI NILAI PERQLEHAN HAK SEBELUMMYA lRp
D. PENGHITUNGAN BPHTB (hanya dilsi berdesarkan penghitungan Wajio Pajak)

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) memperhatikan nitai B.13, £.14., dan C 1 i1p Rp

2. Nilaj Perolehan Objak Pajak Tidak Kena Pajak (NFOPTKP) 2 Rp

3. Nilal Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKP) angka 1 - angka 2 3 |p Rp

4. Bea Perojehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang [5% x angka 3 4 [p Rp
E Jumiah Setoran Berdasarkan .

[T = Peritungan Wajib Pajak

[ b STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKPOB

KURANG BAYAR TAMBAHAN ") Namor Tanggal

WaAJIB PAJAK ) PENYETOR PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB

s il R RN
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka) : (cangan huruf]
[ro__ =]
{berdasarian parhilungan D4 dan pllihan di E)
) coned yang Udak per
............... gl MENGETAHUI DITERIMA OLEH : Tetah Diverifikasi :

DINAS PENDAPATAN DAERAH

Nama Lengkap dan tanda tangen liama Lengkap, Stempel dan laria tang

Mama Lengkap, Stempel dan tanda tangan

Mama Lengkap, Stempel dan tanda tangan

Harya diisi cleh
Patugas DIPENDA

Nemar Dokumen

NOP PEEB baru

) BT I [T OO TELE] O

Lembar & 8 - Fungsl Pembukuan & Pelaporan




D. BAGAN ALUR

Prosedur Pembayaran BPHTB oleh Penerima Hak Tanah dan/atau Bangunan

No Uraian

Wajib pajak
Selaku Penerima Hak

Bank Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan

1 |Berdasarkan prosedur pengurusan
akta pemindahan hak, maka Wajib
Pajak menerima SSPD-BPHTB dari
PPAT

2 |Wajib Pajak membayar BPHTB
terutang dan menyerahkan SSPD-
BPHTB kepada Bank yang
Ditunjuk/Bendahara Penerimaan

3 |Bank yang Ditunjuk/ Bendahara
Penerimaan menerima pembayaran,
menandatangani SSPD-BPHTB lembar
5 dan 6, dan menyerahkan SSPD-
BPHTB lembar 1, 2, 3, dan 4

4 |Waijib Pajak menerima SSPD-BPHTB
lembar 1, 2, 3, dan 4

5 |Wajib Pajak kemudian mengajukan
permohonan penelitian SSPD-BPHTB
kepada Fungsi Petayanan

Dari Prosedur 1 (Prosedur
Pengurusan Akta
Pemindahan Hak)

Membayar
BPHTE

Lambar 1)

Menarima Pembayaran EPHTE &
menandatangani SSPD-BPHTB

Menyampalkan
permahonan penslitian
SSPD-BPHTE ke
DIPENDA

Salanjulnya digunakan dalam proses
pelaparan
.
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LAMPIRAN IIl : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL . 2011

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN PAJAK DAERAH - BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur penelitian Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
verifikasi kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak yang
tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB. Prosedur ini dilakukan
setelah Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang dengan
menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB melalui Bank
Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan. Penelitian Surat Setoran Pajak
Daerah BPHTB dilakukan oleh fungsi Pelayanan di Dinas Pendapatan Daerah.
Jika semua kelengkapan dan kesesuaian data objek pajak terpenuhi maka
fungsi Pelayanan akan menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan penelitian kepada Fungsi
pelayanan atas Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah dibayarkan.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang memeriksa kebenaran informasi terkait objek pajak

yang tercantum dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB, fungsi

Pelayanan berwenang dan bertugas untuk :

a. meminta data terkait objek pajak kepada Fungsi Pengolahan dan
Informasi;

b. memeriksa kelengkapan dokumen dan kebenaran data terkait objek
pajak yang tercantum dalam SSPD BPHTB; dan

c. menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB yang telah
diverifikasi.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi

Merupakan pihak yang menyimpan database objek pajak, fungsi ini
menyediakan data terkait objek pajak kepada fungsi Pelayanan. Fungsi
Verifikasi & Pengolahan Data berwenang dan bertugas untuk :



a. mengelola database objek pajak yang termasuk dalam wilayah
wewenangnya;

b. menyediakan data objek pajak atas permintaan dari Fungsi Pelayanan.

C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Waijib Pajak selaku penerima hak menyiapkan dokumen pendukung yang

dibutuhkan untuk penelitian SSPD BPHTB, dokumen pendukung tersebut

terdiri atas :

a. SSPD BPHTB yang tertera Nomor Transaksi Penerimaan Daerah
(NTPD)/SSPD BPHTB disertai Bukti Penerimaan Daerah (BPD);

b. fotocopy identitas Wajib Pajak (dapat berupa Kartu Tanda Penduduk/
Surat I1zin Mengemudi/ Paspor);

c. Surat Kuasa dari Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

d. fotocopy Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan Keluarga,
dalam hal transaksi waris.

e. fotocopy Identitas Kuasa Wajib Pajak (dalam hal dikuasakan);

f. fotocopy Kartu NPWP; dan

g. dokumen pendukung lain yang diperiukan.

Waijib Pajak mengisi Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB,
kemudian menyerahkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB
(lembar 4), dan dokumen pendukung kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima Formulir Permohonan Penelitan SSPD
BPHTB (Lembar 4), dan dokumen pendukung dari Wajib Pajak. Fungsi
Pelayanan kemudian mengajukan permintaan data terkait objek pajak
berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian SSPD BPHTB yang diterima.
Pengajuan dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Form Pengajuan
Data kepada Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data.

Langkah 3

Fungsi Pengolahan Data & Informasi menerima Form Pengajuan Data dari
Fungsi Pelayanan, selanjutnya meminta data yang dibutuhkan dari sistem
database objek pajak. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian

mencantumkan informasi objek pajak pada form Pengajuan Data. Fungsi



Pengolahan Data & Informasi lalu menyerahkan kembali data Form
Pengajuan Data kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 4

Fungsi Pelayanan menerima Form Pengajuan Data yang telah diisi data
objek pajak dari Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data, selanjutnya
memeriksa kebenaran data yang tercantum dalam SSPD BPHTB dan
dokumen pendukung SSPD BPHTB berdasarkan data objek pajak dari
Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data. Dalam kondisi tertentu, Dinas
Pendapatan Daerah berhak melakukan penelitian lapangan untuk
mengecek kebenaran data secara riil. Mekanisme dan tata cara penelitian
lapangan akan diatur tersendiri.

Langkah 5

Setelah semua kebenaran informasi objek pajak dalam SSPD BPHTB dan
kelengkapan dokumen pendukung terpenuhi, maka Fungsi Pelayanan
menandatangani SSPD BPHTB (lembar 1, 2, 3, dan 4). Fungsi Pelayanan
mengarsip SSPD BPHTB (lembar 4) sebagai dokumentasi, selanjutnya
menyerahkan SSPD BPHTB (lembar 1, 2, dan 3) kepada Wajib Pajak

Langkah 6

Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB (Lembar 1, 2, dan 3) dari Fungsi
Pelayanan.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN Lembar 4
DHPENDA delem Prosss
(SSPD - BPHTB)
BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUMNAN (SPCP PBB)
DIMNAS PEMDAPATAN DAERAH
PERHATIAN : Bacalah Petunjuk Pengisian pada Halaman Belskang lembar ini tedebin dahulu
A1 Nama Waib Pajak [ [ [ [ 1 | T T [ T T 1
2 MPWP 1 l L } { j I l—— -L—L
3. Alamat Wajib Pajak :
4. Kelurahan/Desa 5. RT/IRW 6. Kecamatan
7 Kabupateryiata - 8. Wods Pos
B 1 Nemer Objek Pajak (NOP) PBES 1 T A I (I O I O O O
2. Letak Tanah dan atau Bangunan -
3. Kelurahan/Desa 4. RTVRW
5 Kecamatan & KabupatervKota ;
Perhitungan NJOP PEE
Luas NJOP PEB I W
Ursian |Dirsl s tanah ataw banguanen yang |Diisi berdasarkan SPPT PES tahun leradinga Luas x NJOP FBB/ M*
haknya dipercigh) pefalehen hak / Tahun}
Tanah { cumi ) 7 m| o |Rp 11 [Rp
Bangunan ) o ‘m‘iap 12 [Rp e s ¥ et e |
NJOP PBE : 13 [Rp [rea T oA
15. Jenis Parclehan hak atas tanah dan atau bangunan :D 14 Harga transaksi / Nilai Pasar . |Rp :l
16. Nomor Sariifikal 3
(& AKUMULAS] NILA] PEROLEHAN HAK SEBELUMMNYA [RP
D, PENGHITUMGAN BPHTB Mhanya disl berdasarkan penghitungan \Waljit Pajak)
1 Nilal Perclehan Objek Pajek {NPOP) memperhiatikan nilai B.33, B.14 ., dan C 1{p Rp
2 Nilai Perclehan Chjek Pajak Tidak Kena Pajak {(NPOPTKF) 2 |p Rp
3, Milai Perolehan Chjek Pajak Kana Pajak (NPOPKF) angha 1 - angka 2 3 |p Rp
4. Bea Parclehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 [pr Rp
E  Jumiah Setoran Berdasarkan
[ 1 a Perhitungan Wajio Pajak
[ ] b STPD BPHTE/ SKPDE KURANG BAYAR! SKPDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN =) Mamar Tanggal :
Edm Pengurangan dihilung sendirl menjad| D:] % Berdasarkan Peraturan KDH No :
.
JUMLAH YANG DISETOR {dengan angka) : {dengan huruf)
e 1
(rerdasarkan perhitungan D4 dan piinan o £}
] eanat Jang bisd peni
............... BB e MENGETAHUI DITERIMA OLEH Telah Diverifikasi
WAJIB PAJAK [ PENYETOR PEAT { NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BRHTB DIMAS PENDAPATAN DAERAH
anggal
Hama Lenghan dan tanda fangan ama Lengkap, Stempel dan tanda tanga] Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan Mama Lengkap, Stempal dan tanda tangan
Hanya diisl oleh Nemar Dokumen i F l r { ] 1| _] i T ] l I :ED
Petugas DIPEMDA
voersn (1] (1] 17 [T 13 11 CTT 1] O

Lembar 4.6 - Fungsi Pelayanan




FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD-BPHTB

Lampiran © 1 (satu) set
Hal Penyampaian SSPD BPHTE untuk diteliti

Oinas Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupatzn Lampung Sslatan

‘Yang bertanda tangan dibawah ini :
nama Wajib Pajak

NPWP < S O S 1 A 1T 1T 11 111

Alamat

fiersama ini menyampaikan SSPD-BPHTB untuk diteliti atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan sebagal berikut .

NOP l 1 CrCr1 1 CrI 111 O3

Alamat

[Cesal Kelurahan

Kabupaten/Kata

Tertampir dokurnen sebagai berikut :

{1) SSPD-BPHTB yang tertera Momer Transaksi Penerimaan Daerah (NTPD) / SSPO-BPHTB disertai Bukti
Penerimaan Daerah (BPD) *)

(2) Fotokapi SPPT atau STTS / struk ATM Bukti Pembayaran PBB / Bukt Pembayaran PBB
lainnya Tahup .cennn®)

(3) Fotokopi identitas \Wajily Pajak berupa .. .............. .. ...

(4) Surat Kuasa dari Wajib Pajak ™)

{5) Fotckopi identitas Kuasa Wajib Pajak **)

{8) Fotokopi Karlu NPWP

Demikian disampaikan uniuk dapat dilakukan penelitian SSPO-EFPHTE
Katerangan : , 20

“/ Coret yang tidak perlu “Wajib pajak | Kuasa Walib Pajak ¢
“") dalam hal dikuasakan

PENELITIAN

Setslah melakukan pemeriksaan dan penelaahan SSPD-BPHTE dan dokumen psndukung dari Waijib Pajak, dengan ini kami menyatakan
bahwa :

- Data objek pajak yang tercantumn dalarm SSPD-BPHTB telah sesuaj
- Nilai BPHTB terutang yang tercantum delam SS5PD-BPHTB telah sesuai
Dokumen pendukung perolehan hak atas tanah/dan bangunan telah lengkap

Fungsi Pelayanan




FORM PENGAJUAN DATA

Dengan Hormat,

permintaan data terkail perolehan hak bumi dan/stau Sangunan ates

MNama Wajib Pajak

jan dengan proses penelitian SSP0-BPHTE yang sedang berjalan, dengan im kami mengajukan

e 1 e O

Serta data cbjek pajak atas

MNomer Cbjek Pajak (NOP) . i:lj I:D i 1

Alas perhatiannys dan kerj kami

ferima kasih

Fungsi Pelayanan




DATA OBJEK PAJAK

Dengan hormat,

1. Nama ‘Wajib Pajak

Dibawah ini merupak dats yang anda butuhkan dalam proses penelitian SSPD-BPHTA, yaitu:

2. NPWP N I s N O O e O

3. Perolehan Hak Selama Tahun Berjalan :
a...

& oo

@

4. Mamor Objek Pajak (NOP) - EI__—I ED I ( ] { ] l l | ] D

5. Letak tanah/Bangunan
6. Kelurahan/Desa
& Kecamalan

Perhitungan NJOP PBB

7.RT/IRW.....
9. Kabupaten/Kota.

1 Luas NJOP PBB / m2 1
Uraian (Diisi luas tanah dan atau bangunan {Diisi berdasarkan SPPT PBB Tahun Luas x NJOF PMM / m2
yang haknya diperoleh) terjadinya Perolehan hak / tahun)
7 g 11|Rp
8 10 12|Rp

NJOP PBB 13

Rp

Semoga data ini dapat berguna dalam proses penelitian SEPD-BPHTE. Terima Kasin

Kalianda,..........cooenn
Fungsi Pengelotaan Data

dan Informasi




D.

BAGAN ALUR

PROSEDUR PENELITIAN SURAT SETORAN BPHTB

URAIJAN

WAJIB PAJAK

FUNGSI PELAYANAN

FUNGSI PENGOLAHAN
DATA & INFORMASI

pey

e

Wajib Pajak selaku penerima Hak menyiapkan
dokumen terkait penelitian SSPD-BPHTB.
PPAT kemudian mengajukan Farmulir
Permchonan Penelitian SSPD-BPHTE yang
dilampiri dengan SSPD-BPHTB lembar 1, 2, 3,
dan 4, dan dokumen pendukung lainnya ke
Fungsi Pelayanan.

Berdasarkan Formulir Permohonan Penelitian
SSPD-BPHTB yang diterima, Fungsi
Pelayanan mengajukan data terkait obiek
pajak kepada Fungsi Verifikasi & Pengolahan
Data dengan menggunakan Form Pengajuan
Data

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data
menyediakan data terkait objek pajak dengan
membuka database pajak.

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data mengisi
data objek pajak pada Form Pengajuan Data
Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data kemudian
menyerahkan Form Pengajuan Data kepada
Fungsi Pelayanan

Fungsi Pelayanan meneliti SSPD-BPHTB dan
lampiran-lampiran pendukung berdasarkan
datz objek pajak yang dilerima dar Fungsi
Verifikasi & Pengalahan Data

Fungsi Pelayanan menandatangani S5PD-~
BPHTB dan menyerahkannya kepada PPAT

Menyiapkan dokumen- Sural
dokurnen terkalt o| Parmohanan
penelilian SSPD-BPHTE ~ 7| Panelitian SSPD-
BPATE

T:_a|_u§ﬂ,_
»  Pend

Mengajukan data teckait
abjek pajak

Penelitian

L

A

SSPD-BFHTB

A

Lermbar 1}

Lembar 3}

SEP0-BPHTE

Farm Pengajuan
Data

Farmn Pengajuan
Data (Terizi)

Pendukung

Lampiran I

Form Pengsjuan
Data (Taris) |

Fomm Pengajuan
Data

Database
Objek Pajak

Penyiapan Data Terkait
Obyek Pajsk

Form Pengajuan
Data (Terisl)

Penalitian
SSPD-BPHTE
(therkadl

V

P
o~
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LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : 2011

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA KE
KEPALA KANTOR PERTANAHAN

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur ini merupakan proses pendaftaran atas perolehan/peralihan hak
kepemilikan tanah, Pendaftaran ini dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta
Tanah (PPAT) kepada Kepala Kantor Pertanahan.

Prosedur ini dilakukan sebagai syarat untuk menerbitan Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah dan/atau Bangunan. PPAT menandatangani Akta Pemindahan hak

atas Tanah dan/atau Bangunan setelah pemindahan Hak Atas Tanah telah
terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak selaku Penerima Hak
Merupakan pihak yang menyediakan Dokumen-dokumen pendukung
pendaftaran akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Wajib
Pajak menyerahkan dokumen-dokumen tersebut kepada Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT).

2. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Merupakan pihak yang mengajukan pendaftaran Akta Pemindahan Hak
Atas Tanah ke Kepala Kantor Pertanahan, PPAT berwenang dan bertugas
untuk :
a. mengajukan pendaftaran pemindahan Hak atas Tanah; dan
b. menyiapkan dan menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan yang telah terdaftar di Kepala Kantor Pertanahan.

3. Kepala Kantor Pertanahan

Merupakan pihak yang memiliki daftar kepemilikan hak tanah di wilayah
wewenangnya, Kepala Kantor Pertanahan berwenang dan bertugas untuk :
a. memeriksa kelengkapan Dokumen pengajuan pendaftaran Hak atas
Tanah, dan
b. memperbaharui daftar hak kepemilikan tanah.



LANGKAH-LANGKAH TEKNIS
Langkah 1

Berdasarkan prosedur penelitian dan prosedur pembayaran, Wajib Pajak
menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB lembar 2 dan 3,
sedangkan Wajib Pajak memperoleh Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4
ayat (2) atas pembayaran pajak penghasilan melalui Kantor Pelayanan
Pajak lalu Menyerahkan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB
lembar 2 dan 3, serta Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).

Langkah 2

PPAT menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB lembar 2
dan lembar 3, serta Bukti penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) dari Wajib
Pajak, selanjutnya PPAT menyiapkan Draft Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan, serta mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 2.

Langkah 3

PPAT mengajukan pendaftaran perolehan/peralihan hak atas tanah
dengan menyerahkan Draft Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB lembar 3, serta

Bukti Penerimaan SSP PPh Pasal 4 (2) kepada Kepala Kantor
Pertanahan,

Langkah 4

Kepala Kantor Pertanahan menerima dokumen pengajuan pendaftaran
perolehan/peralihan hak atas tanah, kemudian menelaah kelengkapan
dokumen dan kebenaran data terkait objek pajak. Selanjutnya
memperbaharui database daftar kepemilikan hak atas tanah. .

Langkah 5

Kepala Kantor Pertanahan mengarsipkan Surat Setoran Pajak Daerah
(SSPD) BPHTB pada lembar 3, selanjutnya menyerahkan Draft Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan serta Bukti Penerimaan
SSP PPh Pasal 4 (2) kepada PPAT.



Langkah 6

PPAT menerima dokumen tersebut dan kemudian menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 7

PPAT menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan yang telah ditandatangani kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Waijib Pajak menerima Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan.



SURAT SETORAN PAJAK DAERAH
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

BERFUNGS! SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN CBJEK PAJAK
FPAJAK BUML DAN BANGUNAN (SPOF PBB)

Lembar 3
(SSPD - BPHTB) Lok Fiepsiy Kamice Biarg

Purturahan

DINAS PENDAPATAN DAERAH

PERHATLAN - Bacaiah Petunjuk Pengisian pada Hataman Belakang lembar ini terlebih dahuly

A 1 Nama Wajb Pajak : ] T i |
2. NPWP | 1
3. Alamat Wajib Pajak :
4 Kelurahan/Desa : 5. RTRW . 6. Kecamatan
7. Kabupatan/Kota : 8. Kede Pos

m

momorobek Pk nopyees [ T ] T ] [T T [ O R O O O D

Letak Tanah dan atau Bangunan
Kelurahan/Cesa

]

4 RTRW :
&, Kabupatan/Kota ©

;oW

Kacamatan
Perhitungan NJOP PBB

T Luas NJOP PBE | M2
Uraian [Difwl luas tanah stau banguunan yang [Diis! berdasarkan SAAT PEB lahun terjadinys Luas x NJOP PEB / M*
haknys diperokeh) perolshan hak / Tahun)
Tanah ( bumi ) e 3 |Rp 11 [Rp @
Bangunan T‘i m 10 [Rp 12 [Rp G § 7 ANGRA 10
MJOP PEB : 13 |Rp FNGEA 11+ ARGEA 12
15. Janis Perolehan hak atas tenah dan atau bangu@ 14 Harga transaksi / Nilai Pasar : [RQ '
16. Nomor Sertifikat :

S, AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA Rp

0. PENGHITUNGAN BPHTE {hanya dilsl bardasarkan penghitungan Wajib Pajak)

1. Nilal Perolehan Objek Pajak (WPCP) memperhatikan nilai B.13, B.14., dan C 1]p Rp
2 Milal Peroishan Objek Pajak Tidak Hena Pajak [NPCPTKP) 2 |p Rp
3. Milal Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (NPOPKF) angka 1 - angka 2 3 |p= Fp
4. Bea Perclehan Hak astas Tanah dan Bangunan yang terutang 5% x angka 3 4 (P Rp
E  Jumian Setoran Berdasarkan :
[ = Perhitungan Waijio Pajat
[] b.STPD BPHTB / SKPDB KURANG BAYAR/ SKFDB
KURANG BAYAR TAMBAHAN ) Momor Tanggal :
:] <. Pengurangan dihilung sandir menjadl E[:] Yo Berdasarkan Peraturan KDH No
i
JUMLAH YANG DISETOR ({dengan angka) (dengan huruf)
[Re |
[ perdasarkan peritungan O dan pifihan di E]
*) coret yang laak peri
sumvareis iy, B DT T Lt s MENGETAHUI DITERIMA OLEH : Telah Diverifikasi
WAJIB PAJAK { PENYETOR PRAT | NOTARIS TEMPAT FEMBAYARAN BPHTE DIMNAS PEMDAPATAN DAERAH
Tanggal
Harna Lengikap e fands tangan & Lengkap, Stempel dan tanda tangan | Mama Lengkap, Stempel dan tanda langan Nama Lengkap, Stempel dan tanda tangan

:a:ﬂya dll;tlpnt:::DA’ Nomor Dokurmsn I:]:l D:[ u___ I _] I._|__|__—_I
NOPPBEban . | | 1 N T Y e Y O A O

[]

Lembar3 & - Kepala Kantor Bidang Pertanahan




D.

BAGAN ALUR

PROSEDUR PENDAFTARAN AKTA PEMINDAHAN HAK DAN/ATAU BANGUNAN KE KEPALA KANTOR PERTANAHAN

No

URAIAN

WAJIB PAJAK SELAKU PENERIMA HAK

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

KEPALA KANTOR
PERTANAHAN

1

Berdasarkan prosedur pembayaran dan prosedur
penelitian, PPAT memegang SSPD-BFHTB lembar
1, 2, dan 3.

Berdasarkan transaksi pembayaran PPh di Kantor
Pelayanan Pajak, Wajib Pajak juga menyerahkan
Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada
PPAT.

PPAT menyiapkan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian
menyiapkan pengajuan pendafiaran hak atas tanah
atau peralihan hak atas tanah. PPAT mengarsip
SSPD BPHTE lembar2

PPAT menyerahkan Akia Pemindahan Hak Atas

dan buktl penerimaan SSP pasal 4 ayat (2) kepada
Kepala Kantor Pertanahan

Kepala Kantor Pertanahan menelaah pengajuan
dan memperbaharui daftar perolehan/peralihan hak
atas tanah. Kepafa Kantor Pertanahan mengarsip
SSPL BPHTB lembar 3.

Kepala Kantor Pertanahan menyerahkan Akta
Pemindahan Hak Alas Tanah dan/alau Bangunan
dan Bukti Penerimaan SSP Pasal 4 ayat (2) kepada
PPAT.

PPAT menandatangani Akta Pemindahan Hak Atas
Tanah dan/atau Bangunan. PPAT kemudian
menyerahkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan kepada Wajib Pajak beserta
SSP0 BPHTE lembar 1 dan bukti penerimaan S5P

Pasal 4 ayat (2)

Tanah danfatau Bangunan, SSPD BPHTE lembar 3.

Lembar 1)

SEPOLESHIR
Bukil Penefimaan |-

BEF Pasal 4 ayat
Akla Pemindahan Hax
aiss Tanah denfatav

Sangunan

Dari Prosedur
sebslumnya

£da Pemindahan
Hak atas Tanah

B Penerimaan
G8P Pessl 4 ayat
[t}

Menylapkan & mengajukan pendaftaran Hak atas Tanah
atay peralitan Hak atas tanah

=

(Leemibar 21
SSPDBPHTE

Akta Pemindahan Hak
wias Tenah danfetey

Dari Prosedur

sabelumnya

Rekag STE SSPO-BPHTE
ubg Validasi terhadap butd
gelor datl PPAT

Lembar 3
SEPO-BPATE

Bukdi Penarimann
S2P Pasal 4 ayal [2)

Akta Pemlndshan
Hak stas Tanzh

mrbatian Bamacn

Bkl Penatimpan
55F Pasal 4 ayat (2) | o

mempebat
petolehan st pe
Hal atas Tanah

[Lembar 3]
SEP0-BPHTE

Bkt Penetimaan
5SP Pazal 4 wyal (27

<

Fita Pemmoahan
Hak atns Tenah
danfaiay Bangunan

/n\l

H

Mensndatangan Akia |
Pamindahan Hak ates

Tanal danfuiau
Bangunan

#kis Pemindahan
Hak alas Tansh

danfasau Bangonan k

b
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LAMPIRANV : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL: 2011

PROSEDUR PELAPORAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pelaporan BPHTB merupakan proses yang dilakukan oleh Bank
Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan dalam melaporkan penerimaan
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak meliputi proses pelaporan yang
dilakukan Pejabat Pembuat Akta Tanah atas setiap akta pemindahan hak yang
telah diterbitkan dan juga melibatkan Bank Pembangunan Daerah atas
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.

B. PIHAK TERKAIT
a. Bank Pembangunan Daerah

Merupakan pihak yang menerima pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak

melalui mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah. Bank

Pembangunan Daerah berwenang dan bertugas untuk :

a. menerima pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak;

b.menerbitkan dan menyampaikan Nota Kredit kepada Bendahara
Penerimaan atas setiap pembayaran BPHTB melalui rekening
penerimaan kas daerah; dan

c. menyiapkan register SSPD BPHTB.

b. Bendahara Penerimaan

Merupakan pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima,

menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung

jawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD

pada unit kerja SKPD. Bendahara Penerimaan berwenang dan bertugas

untuk ;

a. menerima pembayaran BPHTB dan Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran tunai;

b. menerima Nota Kredit dari Bank Pembangunan Daerah atas setiap
pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme penyetoran
ke rekening penerimaan kas daerah.



¢. menerima Register SSPD BPHTB dari Bank Pembangunan Daerah
atas pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak melalui mekanisme
penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah;

d. menyiapkan Register SSPD BPHTB atas pembayaran BPHTB dari
Waijib Pajak yang melalui mekanisme tunai ke Bendahara Penerimaan;

e. mencatat penerimaan BPHTB dalam buku penerimaan & penyetoran;
menyiapkan Register STS; dan

g. mendapatkan SSPD BPHTB lembar 6 dari Bank Pembangunan
DaerahMVajib Pajak.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)

Merupakan pihak yang menyiapkan dan menandatangani Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. Dalam hal ini PPAT
berwenang dan bertugas untuk membuat laporan penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Fungsi Pembukuan & Pelaporan

Merupakan pihak yang bertugas untuk menyiapkan Laporan Realisasi
BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen vyang diterima dari Bank
Pembangunan Daerah/Bendahara Penerimaan dan Pejabat Pembuat

Akta Tanah (PPAT). Fungsi Pembukuan & Pelaporan berwenang dan
bertugas untuk:

a. menerima SSPD BPHTB lembar 6 dari Bendahara Penerimaan;
b. menerima Register SSPD BPHTB dari Bendahara Penerimaan;,
¢. menerima Register STS dari Bendahara Penerimaan;
d

. menerima Buku Penerimaan dan Penyetoran dari Bendahara
Penerimaan;

e. menerima Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan dari PPAT; dan
f. menyiapkan Laporan Realisasi PAD.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

. Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bank Pembangunan Daerah

Langkah 1

Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bank Pembangunan Daerah
mengarsip SSPD BPHTB lembar 5 dan SSPD BPHTB lembar 6 atas
setiap penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak yang melalui
mekanisme penyetoran ke rekening penerimaan kas daerah.



c.2.

Langkah 2

Berdasarkan SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6, Bank yang ditunjuk
menerbitkan Nota Kredit dan membuat Register SSPD BPHTB atas setiap
penerimaan pembayaran BPHTB dari Wajib Pajak. Bank Pembangunan
Daerah mengarsipkan SSPD BPHTB lembar 5.

Langkah 3

Bank Pembangunan Daerah kemudian menyerahkan Nota Kredit ke
Bendahara Penerimaan atas setiap Penerimaan Pembayaran BPHTB
melalui rekening Penerimaan Kas Daerah.

Langkah 4

Bendahara Penerimaan menerima Nota Kredit dari Bank Pembangunan
Daerah. Bendahara Penerimaan kemudian mencatat penerimaan BPHTB
ke Buku Penerimaan & Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga
mencatat penerimaan BPHTB kedalam register STS.

Langkah 5

Secara periodik, Bank Pembangunan Daerah menyampaikan Register
SSPD BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6 kepada
fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 6
Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima register SSPD BPHTB yang
dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6.

Pelaporan BPHTB yang diterima melalui Bendahara Penerimaan

Langkah 1
Berdasarkan prosedur sebelumnya, Bendahara Penerimaan mengarsip

SSPD BPHTB lembar 5 dan lembar 6 atas setiap penerimaan
pembayaran BPHTB dari Waijib Pajak secara tunai melalui Bendahara
Penerimaan.

Langkah 2
Berdasarkan SSPD BPHTB Ilembar 5 dan lembar 6, Bendahara

Penerimaan mencatat penerimaan BPHTB dalam Buku Penerimaan dan
Penyetoran. Bendahara Penerimaan juga mencatat SSPD BPHTB ke
dalam Register SSPD BPHTB. Serta mengarsipkan SSPD BPHTB lembar
5.



C.3.

C.4.

Langkah 3
Secara periodik, Bendahara penerimaan menyampaikan Register SSPD
BPHTB yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan
dan Penyetoran, beserta register STS kepada fungsi Pembukuan dan
Pelaporan.

Langkah 4

Fungsi Pembukuan dan Pelaporan menerima Register SSPD BPHTB
yang dilampiri dengan SSPD BPHTB lembar 6, Buku Penerimaan dan
Penyetoran, beserta Register STS.

Pelaporan Penerbitan Akta oleh PPAT

Langkah 1

Berdasarkan  prosedur  sebelumya, PPAT  menyiapkan dan
menandatangani Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
PPAT juga menerima SSPD BPHTB lembar 2 dari Wajib Pajak.

Langkah 2
PPAT membuat laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan atas setiap akta yang telah diterbitkan.

Langkah 3
PPAT menyampaikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan kepada Fungsi Pembukuan dan Pelaporan.

Langkah 4
Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima Laporan Penerbitan Akta
Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pelaporan Realisasi BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur C.1, C.2 dan C.3, maka Fungsi Pembukuan &
Pelaporan menerima dokumen berupa Register SSPD BPHTB lembar 6,
Buku Penerimaan & Penyetoran, Register STS, dan Laporan Penerbitan
Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Langkah 2
Berdasarkan dokumen-dokumen tersebut, Fungsi Pembukuan &
Pelaporan menyusun Laporan Realisasi BPHTB.
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PANDUAN PENGISIAN LAPORAN PENERBITAN AKTA OLEH PPAT

Nama PPAT

Alamat
NPWP
Daerah Kerja

Bulan
Tahun

Kolom 1

Kolom 2

Kolom 3

Kolom 4

Kolom 5

Kolom 6

Kolom 7

Di Luar Tabel

: Nama PPAT yang bersangkutan, atau PPAT Pengganti.

Contoh : Oktaviani,SH
Atau Birgita,SH

. Alamat PPAT yang bersangkutan

- NPWP PPAT yang bersangkutan.

. Daerah Kerja PPAT yang bersangkutan, Contoh: Kabupaten
Lampung Selatan

. Bulan bersangkutan

. Tahun bersangkutan

Di Dalam Tabel

Nomor urut pengisian tabel.

Nomor berdasarkan nomor akta yang akan dibuat PPAT

yang bersangkutan

Tanggal pembuat akta, pengisian menggunakan angka.
Contoh : tanggal pembuatan akta 4 Oktober 2011

ditulis; 4 — 10 - 2011.
Bentuk Perbuatan Hukum. Contoh: jual-beli, tukar-menukar,

hibah, dsb.

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang mengalihkan /
memberikan.

Contoh : John Beralamat di JI. Industri Raya No.9 dengan
NPWP 49.171.680.9-045.000 ditulis; John (baris 1), Jl

Industri raya no. 9 (baris selanjutnya), 49.171.680.9-045.000
(baris selanjutnya).

Nama, alamat, dan NPWP pihak yang menerima (cara
penulisan seperti kolom 5)

Jenis dan nomor hak.

a. apabila tanah sudah bersertifikat disebutkan Jenis, Nomor
Hak dan Kelurahan/Desa sesuai yang tercantum disertifikat
yaitu :



Kolom 8

Kolom 9 dan 10;

Kolom 11

Kolom 12

Kolom 13

1. Hak Milik =M
2. Hak Guna Usaha = U
3. Hak Pakai =P

Contoh . Hak Milik No. 373/ Industri Raya terletak
dikelurahan kemayoran Utara.
Ditulis:

- M.373/ Kemayoran Selatan (apabila dialihkan seluruhnya)
- M.373/ Kemayoran Selatan sebagian (apabila dialihkan

sebagian.
apabila tanah bekas hak milik adat, diisi nomor kohir dari
petuk pajak yang bersangkutan berikut persilnya atau nomor
dan tanggal alat bukti hak yang bersangkutan.
Contoh : Verosponding Indonesia kohir nomor 47/465 masa
pajak tahun 1960-1964

Ditulis : V.l No 47/465 tahun 1960-13964

Contoh : Petuk Pajak C. No. 395 Blok |I.D persil 30

Ditulis : C. No. 395 Blok II.D ps.30

letak tanah dan atau bangunan, untuk kejelasan dapat
menyebut

kelurahan/desa yang bersangkutan.

diisi luas tanah dan atau bangunan yang
dilaihkan/diperoleh/dibebani.

Contoh : Jual beli tanah seluas 200 m? dengan bangunan
lantai dasar seluas 50 m? dan lantai satu seluas 25 m?.
Ditulis : kolom 9 = 200, kolom 10 = 75.

Diisi harga yang sebenarnya sesuai akta.

Contoh :Harga jual beli yang terjadi adalah Rp. 100.000.000
Ditulis  :100.000.000

Nilai Hak Tanggungan tidak dilaporkan, sedangkan
perbuatan hukum pemberian hak tanggungan atau
pemberian kuasa membebankan hak tanggungan tetap
dilaporkan.

Diisi berdasarkan nomor tahun SPPT.

Contoh : No SPPT 31.74.021.002.040-0124.0/11-01

Ditulis : 021.002.040-0124.0/2011  (dapat  disambung
kebawah sehubungan dengan terbatasnya lebar kolom)

Diisi NJOP sebagai dasar pengenaan PBB (NJOP sebelum
dikurangi NJOPTKP pada tahun perolehan/pengalihan).



Kolom 14 dan 15

Kolom 16 dan 17

Kolom 18

Contoh 1: Pengalihan/perolehan seluruh Tanah yang ada
pada SPPT (NJOP sebagai dasar pengenaan PBB)
adalah Rp. 250.000.000

Ditulis: 250.000.000

Contoh 2: Pengalihan/perolehan atas sebagian tanah
dan keseluruhan bangunan yang ada diatasnya Tanah
seluas 100 m? dan Bangunan 25 m? adalah sebagian
tanah atau seluas 50 m? dan keseluruhan bangunan
seluas 25 m°.

Diketahui NJOP (SPPT) tanah adalah Rp. 200.000.000
(untuk 100 m* dan bangunan adalah Rp. 50.000.000
(untuk 25 m?), maka:

- NJOP tanah seluas 50 m? : Rp. 100.000.000
- NJOP bangunan seluas 25 m? : Rp. 50.000.000
- Total NJOP : Rp. 150.000.000

Ditulis : 150.000.000

: Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)

dan besarnya pembayaran PPh atas penghasilan dan
pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan (data
diperoleh dari pihak yang mengalihkan).

. Diisi tanggal pembayaran (dengan angka seperti kolom 3)

dan besarnya pembayaran BPHTB.

- Mencantumkan keadaan tanah dan bangunan yang

diperoleh/dialihkan dengan keterangan.
a. Penuh/seluruhnya atau sebagian atas tanah dan
bangunan.
Contoh : - Seluruh tanah dan bangunan
- Sebagian tanah dan seluruh bangunan
b. Dicantumkan pemenuhan kewajiban penyampaian
akta dan dokumen ke Kepala kantor Bidang
Pertanahan. Diisi nomor daftar isian (pendaftaran)
dan atau tangal penyampaian.
Contoh : - d.i 301/4097/11 atau
- tanggal 10 -7 — 2011
c. Diisi hubungan keluarga antara pemberi hibah wasiat
dengan penerima hibah wasiat.
Contoh : Hibah Wasiat dari Ayah ke Anak
Ditulis : Ayah - anak
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PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
BUKU PENERIMAAN DAN PENYETORAN
BENDAHARA PENERIMAAN

SKPD :
Periode :
Penerimaan Penyetoran
Kode Keterangan
Nomor | Tanggal | No.Bukti | Cara Pembayaran | Rekening Uraian Jumlah Tanggal No. STS Jumlah
Y 2 3 4 6 7 8 8 10 11
1 :
Kas di Bendahara
-Saldo Awal
- Jumlah Penerimaan
- Jumlah yang Disetorkan e
Saldo kas Di Bendahara Penerimaan i
Terdiri
a, Tunai Sebesar e
b. Bank sebesar ...
c lainnya Katlianda, tanggal ..........
Mengetahui/Menyetujui Bendahara Penerimaan
Pengguna Anggaran
Nama Nama

NIBL. . sss NIP...



Bendahara Penerimaan :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

REGISTER STS
DINAS PENDAPATAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN .......ccccoeininaneneee

[ No. No. STS Tanggal Kode Rekenin Uraian Jumlah Penyetor Keterangan
7 2 3 4 5 6 7 8

I ) I ! .

| m ! ; . S——

) o o R R S I B .

| | _ — B - “ ||#I|. o -

[ _ _ _

Kalianda, tanggal ........cocvviinicinanennnn.
Mengetahui/Menyetujui Bendahara Penerimaan

Pengguna Anggaran

Nama

Nama

i || S




D. BAGAN ALUR

Prosedur Pelaporan
BPHTB

ASISTEN BID..A4VI...

ASISTEN BID.........

Ly

) Pejabat
Uraian Bank yang Ditunjuk Bendahara Penerimaan Pembuat Fungsi Pembukuan & Pelaporan
(- : Akta tanah
1. Berdasarkan SSPD-BPHTB lembar 5, Bank yang ditunjuk =
menerbitka nota kredil atas penerimasn BPHTE dan Wajib Pajak. - qw_u._ ?owmnv_%u . Darl prosadur 2 Dart prosadur 4
; : B rosedur pambayaran rosedur pambayaran ol
2. m.m:.r yang ditunjuk menyerahkan nola kredit ke Bendahara BPHTE) pikipl E:Eﬂﬂ _w_.rm b
Penerimaan Kepala kantor Bidang
3 berdasarkan SSPD- BPHTE lembar 6, Bank yang ditunjuk Pertanahan)
membuat Register SSPO-BPHTB L 2 K 2 v
4, bank yang ditunjuk memberikan SSPD-BPHTE lembar 5dan Arsip SSPDEPHTH SSPOBPHTE 8§PD 55RO 58P0 BPHTB
register SSPD BPHTB ke Fungsl Pembukuan & Pelaparan (lembar 5) {lembar & Hm_n_.:m i BPHTE (Lambar 71
N embar (lembar 6}
5 Sementara itu, Bendahara penerimaan menerima SSPD-BPHTB ! Ak Fardditan
lembar § dan lembar 6 alas penerimaan pembayaran SSPD-BPHTE Fiake mmn tanad
| daniatau B . )
secara lunal Shansebitiar Moia WMenytapkan Arsip Mecyiagkan ik Ll { A, B, C & D dan Fungsi-fungsi yang fain )
6. Bendahara pererimaan mencatat penerimaan dalam Buku kredit Alas Regijster Register
Penerimaan & Penyetaran dan membuat Register SSFD-BPHTE peneriman BPHTE 58P0 BPHTB SSPD
berdasarkan SSPD-BPHTE lambar 6 § c; BPHTE ° e .
7. Bendahara Penerimaan kemudian menyerahkan Register SSPD- = Menstaskas
BPHTB yang dilampiri dengan SSPD-BPHTE lembar 6 ke Fungsi Nata K redit _ xmmﬁw1u14 Lapcren Penarbitan
Pembukuan dan Pelaparan o RSPDHPHTR EW Akta
8. Sedangken penerimaan atas Nota Kredit dari Bank yang ditunjuk m”.ﬂﬁ__umﬂmm_:._.m wwmmm
maka Bendahara penerimaan mencatat penerimaan BPHTE dalam F—— _ —
Buku Penerimaan & Penyetoran Register STS B8EPD BPHTE b4 S3P[ BPHTE _.= .
, [lemibar €) - Panysloran
9. Bendahara Penermaan kemudian menyerahkan Buku £8P0 BPHTE
Penerimaan dan Penyetoran berdasarkan Register STS kepada Pener (lembar &)
) N Pemindaha
Fungs! Pembukuan & Pelaperan Mntchsi il
10 PPAT menenma SSPD-BPHTR lembar 2 dan menyiapka laparan wmﬁh__ﬁ_u_a__ N Bangunan
panerbitan Akla Pemindahan Hak atas Tanah danf alau Bangunan Palaparan °
11 PPAT memberikan Laporan Penerbitan Akta Pemindahan Hak Meta Kredit
alas Tanah dan/ atau Bangunan ke Fungsi Pembukua & Pelaporan #a Fungsl
Permbukuan & J
12. Fungsi Pembukuan & Pelaporan menerima dokumen benipa Pelap ° ! Menplapkar
Register SSPD-BPHTB, SSPO-BPHTB lembar 8, Buku Penerimaa & Mencatal dalsm : Laporan
Penyeloran, Register STS, dan Laporan Penerbitan Akla Pemindaha budku penerimasn Ke Fungsl —P PAD
Hak atas Tanah danfatau Bangunan & Panyetoran Pembukuan &
Bandahara Pelaporan
13. Bardasarkan dokumen — dokumen lersebul, Fungsi Pembukuan Penerimasn - .
& Pelaporan menyusu laporan realisasi PAD
Laparan
Realisasi
Buku .
Peneriman PAD
& Penystoran _..(rl.l.\\\ll.
Register
PARAF KOORDINA3
e
—

ASISTEN BID

LTI

ASISTEN BID......oooo ueve

Ko Orendy

:wmq}mmaw»a%
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LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL: 2011

PROSEDUR PENAGIHAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur Penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah BPHTB merupakan proses
yang dilakukan Fungsi Pelayanan dalam menetapkan tagihan BPHTB terutang
yang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD BPHTB tidak/kurang
dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Prosedur Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
BPHTB/kurang Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan
Fungsi Pelayanan dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang dibayar atas
Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka waktu 5 (lima)
tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat Ketetapan Pajak
Daerah (SKPD) Kurang bayar dalam jangka waktu 5§ (lima) tahun semenjak
diterbitkan oleh Fungsi Pelayanan.

Prosedur Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum melunasi BPHTB
terutang hingga pada saat jatuh tempo.

Prosedur ini melibatkan Fungsi Pelayanan sebagai pihak yang memiliki dan
mengelola database Daftar Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB,
Daftar SKPD Kurang Bayar BPHTB, Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
BPHTB, dan Daftar Surat Teguran.

B. PIHAK TERKAIT

1.  Wajib Pajak
merupakan pihak yang memiliki kewajiban membayar BPHTB terutang
berdasarkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) BPHTB, Surat
Keputusan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB, Surat Keputusan Pajak
Daerah Kurang Bayar Tambahan BPHTB. Wajib Pajak juga akan

menerima Surat Teguran jika pada saat jatuh tempo belum melunasi
BPHTB terutang.



Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :

a. memeriksa SSPD BPHTB;

b. menerbitkan STPD BPHTB;

c. menerbitkan SKPD Kurang Bayar BPHTB; dan

d. menerbitkan SKPDB Kurang Bayar Tambahan BPHTB.

LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Penetapan STPD BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan mengarsipkan SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh Wajib
Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan lalu memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda.

Langkah 3

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang bayar, salah tulis, salah
hitung, dan kena bunga/denda maka Fungsi Penagihan menerbitkan
Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung,
dan kena bunga/denda, fungsi Penagihan kemudian mengarsip daftar
tersebut.

Langkah 4

Fungsi Penagihan menerbitkan STPD BPHTB berdasarkan Daftar SSPD
BPHTB yang tidak kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda. STPD BPHTB dicetak rangkap 2 (dua).

Langkah 5

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTB (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1) kepada Wajib
Pajak.



Langkah 7
Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar STPD BPHTB atas setiap STPD

BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Langkah 8

Waijib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB terutang
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.

Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar
BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB

Langkah 1

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Fungsi
Penagihan akan mengarsipkan SSPD BPHTB yang telah dibayarkan oleh
Waijib Pajak.

Langkah 2

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang telah berjangka
waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak. Fungsi
Penagihan memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD
BPHTB tersebut dan. atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar,

Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang
kurang dibayar.

Langkah 3

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang Bayar yang telah
berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak diterbitkan. Fungsi Penagihan
memeriksa nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang
Bayar tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar,
Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar SKPD Kurang Bayar
yang masih kurang dibayar.

Langkah 4

Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan menerbitkan

SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan
(rangkap 2).



Langkah §

Fungsi Penagihan mengarsipkan SKPD Kurang Bayar (lembar 2) dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan (Lembar 2)

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar (lembar 1) dan
SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) kepada Wajib Pajak.

Langkah 7

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar atas setiap
SKPD Kurang Bayar yang telah dikirimkan kepada Waijib Pajak.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan
atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan yang telah dikirimkan kepada
Wajib Pajak.

Langkah 9

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar
Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai prosedur
pembayaran BPHTB.

Penerbitan Surat Teguran

Langkah 1

Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang Bayar/
SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan menyimpan :

a. daftar STPD BPHTB;

b. daftar SKPD Kurang Bayar; dan

c. daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan.

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan
memantau Surat Ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh tempo.

Langkah 2

Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penaginan menghubungi
dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi
BPHTB yang masih terutang. Pendekatan persuasif, meliputi :



a. menghubungi Wajib Pajak melalui telepon; dan

b. mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan.

Langkah 3

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui,
maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan persuasif kepada
Waijib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang.

Langkah 4

Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan atau
pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak
disetujui,maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran (rangkap 2).

Langkah §

Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2).

Langkah 6

Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada Wajib
Pajak.

Langkah 7

Waijib Pajak menerima Surat Teguran.

Langkah 8

Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap Surat
Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor 4
Tanggal Penerbitan :

Jumlah pajak yang terutang vang masih harus dibayar :

Letak Objek Pajak
Kabupaten/Kota :
Kecamatan
Desal/Kelurahan :
Alamat

NOP

Perincian Pajak yang Terutang

1. Pajak yang terutang menurut SSPD BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tahun*)

2. Telah dibayar tanggal Rp.

3. Pengurangan Rp.

4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (angka 2 + angka 3) Rp.
5. Pajak yang kurang dibayar (angka 1 -angka 4) Rp.
6. Denda administrasi 2% x 24 bulan x Rp. (angka 5) Rp.
7. Pajang yang terutang berdasarkan putusan BPSP dikurang  angka 1 Rp.
8. Pajak yang masih harus dibayar (5 + 6 + 7) Rp.

Tanggal Jatuh Tempo : Tempat Pembayaran :

PERHATIAN

Kabupaten Lampung Selatan, ........coocvvevieiennnnn

1. Surat Tagihan Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan Kepala Dinas Pendapatan Daerah

(STP BPHTB) ini harus dilunasi paling lambat satu (1) bulan
sejak tanggal diterima.

2. Apabila setelah lewat tanggal jatuh tempo utang pajak
belum dilunasi, maka tindakan penagihan akan dilanjutkan
dengan penerbitan Surat Paksa, Pelaksanaan Sita, dan
Lelang.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Daftar SSPD BPHTB

Yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda

NAMA DAN ALAMAT WP, NOMOR DAN PAJAK YANG SANKSI ADMINISTRASI | PAJAK YANG MASIH
No. | LETAK TANAH DAN/ATAU TANGGAL PENERBITAN KURANG DIBAYAR (Rp) HARUS DIBAYAR | KETERANGAN
BANGUNAN, NOP PBB SSPD BPHTB (Rp) (Rp)
1 2 3 4 5 6 7

Fungsi Pelayanan

NIP.




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

DAFTAR SURAT TEGURAN

TAHUN..

NO.

NAMA DAN ALAMAT WP,
LETAK OP, YANG
DITERBITKAN SURAT
TEGURAN

JENIS PAJAK

TAHUN PAJAK

NOP. NO & TANGGAL
SURAT TEGURAN

TANGGAL
JATUH TEMPO

PAJAK YANG KURANG
DIBAYAR ( Rp)

DENDA/SANKSI
ADMINISTRASI

(Rp)

2

8




PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Kepada Yth,
Nama

NOP
Alamat

SURAT TEGURAN
Nomer

Menurut tata usaha kami, hingga saat ini saudara masin mempunyai tungoakan pajak sebagai berikut :

TAMBAHAN (")

NOP ND & TANGGAL STPD Tanggal Jurniah
Pt ¥ T akan
Jenis Pajak Tatun Pajek BERHTE / SKPDB KURANG Jatuh Tempo Tungg:
BAYAR/SKPDE KURANG BAYAR Pembayaran Pajak (Rp)

*} Coret yang tidak perlu Jumiah
Y yang P

(dengan huruf

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan surat paksa bedasarkan Peraturan Kepala Daerah
Nomor......Tahun...... tentang Penagihan Pajak dengan surat Paksa, maka diminta kepada saudara agar
melunasi jumiah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satw ) harf,

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan pajak tersebut diatas, dimehon agar saudara segera
melaporkan kepada kami.

PERHATIAN

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21
{DUA PULUH SATU) HAR| SETELAH TANGGAL
SURAT TEGURAN NI

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan

SESUDAH BATAS WAKTLU TERSEBUT. TINDAKAN
PENAGIHAN AKAN DILAMJUTHAN DENGAN
PENERBITAN SURAT PAKSA

NIP.




D.

BAGAN ALUR

BAGAN ALIR 1 : PENETAPAN STPD BPHTB

URAIAN

WAJIB PAJAK

FUNGSI PENAGIHAN

=~

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTB sebelumnya, maka
Fungsi Penagihan mengarsip SSPD BPHTB yang telah
dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB terutang
yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bungafdenda

Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah
tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda maka fungsi
penagihan menerbitkan Daftar SSPD BPHTB yang
tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena
bunga/denda. Fungsi Penagihan kemudian mengarsipkan
daftar tersebut.

Fungsi Penagihan menerbitkan SSPD BPHTB berdasarkan
daftar SSPD BPHTE yang tidak/kurang dibayar, salah tulis
salah hitung, dan kena bunga/denda. Surat Tagihan BPHTB
dicetak rangkap 2.

Fungsi Penagihan mengarsip STPD BPHTE (lembar2)

Fungsi Penagihan mengirimkan STPD BPHTB (lembar 1)
kepada Wajib Pajak.

Fungsi Penagihan memperbahurui Daftar STPD BPHTB atas
setiap Surat Tagihan yang telah dikirimkan kepada Waijib
Pajak.

Wajib Pajak membayarkan BPHTE terutang menurut STPD
BPHTB sesuai dengan pembayaran BPHTB

Lembar 1

Prosedur
Pembayaan
BPHTH

SSPD BPHTE

Memeriksa pajak terutang yang
tidak/kurang dibayar, salah tulls,
salah hitung, kana bungaidenda

Daflar SSPD BFHTB yang
fidakikurang dibayar, salah l'q
N

tulis, salah hitung, & kena
bungaldenda

——g

Menerbitkan SSFD
BPHTE

Mengirimkan Sural Tagihan
BPHTE kepada Wajib Pajak

STPD BRHTE

Proses Permbayaran
dan lamnya mengtkuti
prosedur sebalunmya

Lembar 1 =
~ | STPDBEPHTB

Daflar STPD
BPHTH




Wb@bz ALUR 2 : PENETAPAN SKPD KURANG BAYAR/SKPD KURANG BAYAR TAMBAHAN UNTUK BPHTB

URAIAN

WAJIB PAJAK

FUNGS! PENAGIHAN

sy

L]

=~!

e

=4

Berdasarkan prosedur pembayaran BPHTE sebelumnya,
maka Fungsi Penagihan akan mengarsip SSPD BFHTE
yang telah dibayarkan oleh Wajib Pajak.

Fungsi Penagihan memeriksa setiap SSPD BPHTB yang
telah berjangka waktu & (lima) tahun semenjak dibayar oleh
Waijib Pajak. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTB
terutang yang tercantum dalam SSFD BPHTB tersebut.
Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Fungsi
Penaglihan kemudian menerbitkan Daftar SSPOD BPHTB
yang kurang dibayar.

Fungsi Penagihan juga memeriksa setiap SKPD Kurang
Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak
diterbitkan. Fungsi Penagihan memeriksa nilai BPHTE
terutang yang lercantum dalam SKPD Kurang Bayar
tersebut. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang
bayar, Fungsi Penagihan kemudian menerbitkan Daftar
SKPD Kurang Bavar yang masih kurang dibavar.

Berdasarkan dafiar yang telah dibuat, Fungsi Penagihan
menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKFD
Kurang Bayar Tambahan {rangkap 2).

Fungsi Penagihan mengarsip SKPD Kurang Bayar (lembar
2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan {lembar 2).

Fungsi Penagihan mengirimkan SKPD Kurang Bayar
(lembar1) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1)
kepada Wajib Pajak

Fungsi Penagihan memperbahurui Daftar SKPD Kurang
Bayar atas setiap SKPD Kurang Bayar yang telah
dikirimkan kepada Wajib Pajak,

Fungsi Penaglhan memperbaharul Dafiar SKPD Kurang
Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar
Tambahan yang tetah dikirimkan kepada Wajib Pajak.

Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang
Bayar Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTE.

ﬂ
{

Lesnbar 1
SKPD Kurikng
Baysr

Berdasarkan S5PD
BPHTE dalam [angis
wakiu § {lima) tahun

samenjak dibayai

Wajib Pajak

Y

Lembar 1
SHPD Kurang |
Bayar Tembaban

roses Pambayaran dun
aminys mengiuti prosedu
sebelumya

Prosedur
Pem bayaian
BPHTE

!

Mamarksa papak
leruteng yang krang

Daftar S2PD
BFHTE yang
kurang dibayar

Menerbitkan SKPD
Hurang Gaym

Lembar 1 Lembar 2
SKPD Kimang » m_cumn_ Kurang
myar

SKPD Kutang
Bayar

Defar SHPD Kiwang
Bayar yang masih
urang dibayar

H

Menertitign SHPD Kuang
Bayar tambahsn

Berdasarkan 5KPD

Lembar 1
SKPD Kufang Bayar
Tambanan

;

baharis caltal _

Daftar SEPD
Kurang Bayar

Dy SKPD
Kurang Baym
Tambtahan




BAGAN ALUR 3 : PENETAPAN SURAT TEGURAN

URAIAN WAJIB PAJAK FUNGSI PENAGIHAN
1 |Berdasarkan prosedur penetapan Surat Teguran Frosedur Penetapan
BPHTB/SKPD Kurang Bayar/SKPD Kurang Bayar Tambahan, Mﬂﬂmuﬂmﬁm
Fungsi Penagihan menyimpan : . Niling Sayer alara 7 iy Har
— moanan
- Daftar STPD BPHTE A e ETED Hﬂa mﬂﬁw_w:_
- Daftar SKPD Kurang Bayar (%Em meliput .
- Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan wﬁnﬁ_ﬁwﬂrﬁ“ﬂ
Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi battarkin umm“c_am ﬁﬂ_ﬂwﬁﬂ 1 - menghimkan Surs!
Penagihan memantau surat ketetapan BPHTB yang akan Kurang Bayar Pk | A
mendekati jatuh tempo. - S
Daflar SKPD
2 |Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan x“ﬁwmﬂﬂm_ Dlsetufui
menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada \ ™
Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. /
SHCER ENGaNTIE
3 |Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh
Wajib Pajak yang disetujui, maka Fungsi Penagihan terus
melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib Pajak agar Tidak Gisetulu
melunas) BPHTB yang masih terutang, H
4 (Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan Menedikon Sunt |
penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh veguran
Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan
menerbitkan Surat Teauran (ranakap 2)
0 2
5 |Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). 7 L e r Bt fegomn
.— Surat Teguran ‘_
6 |Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) ——
kepada Wajib Pajak. ff\TL
Memperbaharul
7 |Wajib Pajak menerima Surat Teguran. H
8 [Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas (" Datiar surat
setiap Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. e
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LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL.: 2011

PROSEDUR PENGURANGAN BPHTB

A. GAMBARAN UMUM

Prosedur pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Fungsi
Pelayanan dalam menetapkan pesetujuan/penolakan atas pengajuan
pengurangan BPHTB terutang dari Wajib Pajak. Fungsi Pelayanan kemudian
menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan berdasarkan dokumen
pendukung pengajuan dan data terkait objek pajak.

Pemberian pengurangan sendiri dilakukan berdasar ketentuan yang berisi
tentang kriteria dan kategori pengurangan untuk daerah yang bersangkutan.
Prosedur ini melibatkan Fungsi Pengolahan Data & Informasi sebagai pihak
yang memiliki dan mengelola database objek pajak di wilayah administratifnya.

B. PIHAK TERKAIT

1. Wajib Pajak
Merupakan pihak yang mengajukan permohonan pengurangan atas BPHTB
terutang menurut Surat Ketetapan BPHTB vyang telah diterbitkan
sebelumnya.

2. Fungsi Pelayanan

Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk .

a. menerima, menelaah, dan memeriksa permohonan pengajuan
pengurangan BPHTB

b. menerbitkan Tanda Terima Pengajuan Pengurangan BPHTB

c. mengajukan data terkait objek pajak kepada Fungsi Verifikasi &
Pengolahan Data

d. menerbitkan Berita Acara Pemeriksaan, dan

e. menerbitkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB atau
Surat Keputusan Pengurangan BPHTB.

3. Fungsi Pengolahan Data & Informasi
Merupakan pihak yang berwenang dan bertugas untuk :
a. menyimpan dan mengelola database terkait objek pajak,

b. menyediakan data terkait objek pajak kepada Fungsi Pelayanan, dan



C. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS

Langkah 1

Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang
dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan salinan
Surat Ketetapan BPHTB kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 2

Fungsi Pelayanan menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB.
Fungsi Pelayanan kemudian memberikan Tanda Terima Pengajuan

Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.
Langkah 3

Fungsi Pelayanan mengarsipkan dokumen pengajuan pengurangan.
Berdasarkan dokumen tersebut, Fungsi Pelayanan kemudian mengajukan

permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan Form Pengajuan
Data.

Langkah 4
Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Data kepada Fungsi

Verifikasi & Pengolahan Data.
Langkah 5

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data menerima Form Pengajuan Data.
Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data kemudian menarik data terkait objek
pajak dari database objek pajak.

Langkah 6

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data mengisikan Form Pengajuan Data
dengan data terkait objek pajak.

Langkah 7

Fungsi Verifikasi & Pengolahan Data mengirimkan Form Pengajuan Data
(yang telah terisi) kepada Fungsi Pelayanan.

Langkah 8

Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan
BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah diterima. Selain itu,



pemeriksa juga dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan
dengan ketetapan atau kriteria dalam Peraturan Bupati.

Langkah 9

Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan Surat
Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau,
Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui).

Langkah 10

Fungsi Pelayanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan.

Langkah 11

Fungsi Pelayanan mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan
BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB
(bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak.

Langkah 12

Wajib Pajak Menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan pembayaran
sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB.



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
PEMBERIAN PENGURANGAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS DAN BANGUNAN
YANG TERUTANG

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Membaca

Menimbang

Mengingat

© Surat permohonan pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atas

510 I
NOMOL .o tanggal

. a.bahwa hasil pemeriksaan atas permohonan pengurangan Bea Perolehan atas Tanah

dan Bangunan vang terutang sebagimana dituangkan dalam Berita Acara
Pemeriksaan :
Nomor :.................
Tanggal @ .................

b. bahwa terdapat/tidak terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang;

L. Peraturan Kepala Daerah Nomor .......... Tahun ............ tentang Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunau.
2. Peraturan Kepala Daerah Nomor ......... Tahun ......... Tentang Pemberian

Pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Kesatu

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN

LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERIAN PENGURANGAN BEA
PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG TERUTANG.

: Mengabulkan seluruhnya/ mengabulkan sebagian/ menolak permohonan pengurangan

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada Wajib
Pajak :

Nama Wajib Pajak : ...

Alamat Wajib Pajak @ ...




Letak Objek Pajak
Tahun BPHTB e
Atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunanya dengan :
Akta/ Risalah Lelang/ Keputusan Pemberian Hak/ Putusan Hakim/ Dokumen Lainnya **):
- Nomor :
- Tanggal

NOP

Letak Objek
Desa/Kel.
Kecamatan
Kab./Kota

KEDUA : Sesuai dengan keputusan sebagaiman dimaksud pada diktum Kesatu, maka Besarnya
BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagi berikut :

a. BPHTB Terutang 3
b. Besarnya Pengurangan (i...cccvvvvevvnvnecnrrninen ) Rpiiiiieiiiininnn.,
¢. Jumlah BPHTR yang seharusnya dibayar RP sinicnnansnannsinsrererence
T ] T o TPV )

KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan
dibetulkan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT: a. asli Keputusan ini disampaikan kepada Wajib Pajak

b. salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Lampung Selatan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Kepala Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Lampung Selatan,

*)  Corel yang tidak perlu
**) Diisi sesuai keperluan




D, BAGAN ALUR

Penetapan Surat Keputusan Pengurangan BPHTB

2. Fungsi Penagihan menerima dokumen pengajuan pengurangan
BPHTB, Fungsi Penagihan kemudian memberikan Tanda Terima
Pengajuan Pengurangan BPHTB kepada Wajib Pajak.

3, Fungsi Pelayanan Mengarsip Dokumen pengajuan pengurangan.
Berdasarkan dokumen tersebut. Funsi Pelayanan kemudian
mengajukan permintaan data terkait objek pajak dengan menyiapkan
Form Pengajuan Data.

4. Fungsi Pelayanan mengirimkan Form Pengajuan Dafa kepada
Fungsi Pengolahan Data & Informasi

5. Fungsi Pengolahan Data & Informasi mengisikan Form
Penpajuan Data. Fungsi Pengolahan Data & Informasi kemudian
menarik data terkait objek pajak dan Database ohjek pajak.

han data & Informasi mengisikan Form
ohjek pajak

gsi Pengo
n Datn dengan data terk

7. Fungsi Peagolahan Data & Informasi mengirimkan Form
Pengajuan Data (yang telah diisi) kepada Fungsi Pelayanan

8. Fungsi Pelayanan menelaah dan memeriksa pengajuan
pengurangan BPHTB berdasarkan data objek pajak yang telah
diterima.

9. Fungsi Pelayanan menyiapkan Berita Acara Pemeriksaan dan :
- Sural Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (untuk yang
ditolak) atau,

- Surat keputusan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetu

10. Fungsi pelavanan mengarsip Berita Acara Pemeriksaan

11. Fungsi Pelayanan menririmkan surat penolakan pengajuan
pengurangan BPHTB (bagi yang ditolak) atau Surat Keputusan
Pengurangan BPHTB (bagi yang disetujui) kepada Wajib Pajak

12. Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan
pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTE.

Difampiri dengan
Dakumen
Pendukung
Pengajuan
enguTangan

Salinan Surat
Ketetapan BPFHTH

Dokurtient
Pendukun,

Surat Pengajuan
Pengurar

Dokumen

endukyn

Sural Pengajuan
Pengurangan
BFHTR

BPHTB

Memberikan Tanda

Mengajukan data
Terkait objek pajak

Terima Pengajuan v

A

BPHTR

Pengurangan BPHTR

ata

Form Pengajuan

Hrdian WajibFxjak Fungsi Pelayanan Fungsi Pendaftaran & Penctapan
1. Wajib _umﬁ.wr. mengirimkan Surat Pengajuan 1r:mcﬂm:m== BPHTB Mesgajukan Perbdt Pupdtioes
yang dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan Pengajuan atas surat SurarTagihankurang
dan salina Surat Ketetapan BPHTB kepada Funsi Pelayanan. Ketetapan BPHTB bayar/Kurang Bayar
Tamhahan
Salinan Surat
* Ketetapan

Menelash dan

Drigotak!
digetuini

Menerhitkan Berita Acara
Pemeriksaan & Sumt
Penalaksn Pengajuan

Menerhitkan Berita
Acara pemeriksaan £
Surar Kepuruzan

Datahase
Objek pajak

Farm Pengajuan
Data

Paling lambat 3
Bulan setelah aurat
Pengajuan pengurangan

Surar Keputussn
Pengusangan
BFHTE

1 penclipsn

Surmt Keputusan

> 4

PETENTATIEAN Prnw i nean
4. ~ diterims
Herita Acarn — *
(kspan Berim Acara ﬁ
Peerikzann
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